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ABSTRAK

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM JUAL BELI RUMAH DI BAWAH TANGAN
PADA SAAT MASIH DALAM PROSES KREDIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Nama/NPM : Wiat Permana / 1307350106

Dalam memenuhi kebutuhan terhadap rumah, masyarakat yang
berpenghasilan rendah sangat sulit memiliki rumah secara tunai. Oleh
sebab itu, pemerintah menyediakan suatu program untuk memudahkan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah vyaitu dengan
adanya program Kredit Pemilikan Rumah. Di Indonesia terdapat dua jenis
Kredit Pemilikan Rumah yaitu Kredit Pemilikan Rumah Subsidi dan Non
Subsidi. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi merupakan kredit yang
diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah
yang telah dimiliki. Sedangkan Kredit Pemilikan Rumah Non Subsidi
adalah suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat, artinya
Kredit Pemilikan Rumah Non Subsidi adalah kredit bagi seluruh
masyarakat selama ia sanggup untuk melunaskan kreditnya kepada Bank.
Penjualan rumah KPR Subsidi di bawah tangan oleh debitur tidak
menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada
bank. Program kredit pemilikan rumah ini dilaksanakan oleh Bank. Bank
mempunyai fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan. Rumusan masalah yang penulis bahas
dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana akibat hukum terjadinya jual beli
rumah di bawah tangan antara Debitur dengan pihak ketiga ? dan (2)
Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang telah melakukan
jual beli rumah di bawah tangan dengan Debitur ?. Metode penelitian yang
penulis lakukan secara yuridis normatif yaitu, dilakukan dengan cara
menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier
guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada objek penelitian.
Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Perlunya adanya itikad baik dari
debitur untuk memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan kepada
pihak ketiga yang membeli rumah di bawah tangan, karena potensi
terjadinya permasalahan hukum dalam proses pengalihan atau over kredit
pemilikan rumah dan tanah tentu ada. Kasus-kasus yang bermunculan
berkaitan dengan pengalihan atau over kredit pemilikan rumah yang
masih dibebani dengan Hak Tanggungan diantaranya pada waktu
pengambilan sertifikat tanah dan bangunan (rumah) yang disimpan oleh
Bank sebagai jaminan.
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